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ABSTRAK 

Farizal Maulana,2021, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di  

Pengadilan Agama Pamekasan, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati,SH., M.Hum. 

Kata Kunci: Perma No 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, dan Pengadilan Agama 

Perma  adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin, atau dengan kata lain orang tua dari si calon suami 

atau istri yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan 

sesuia amanat undang-undang yang berlaku dan posisi si anak belum pernah 

melangsungkan perkawinan dan usianya belum sampai umur 19 tahun. Mulai dari 

persyaratan adminstrasi, pemeriksaan permohoan hingga hal-hal yang harus 

dilakukan dan menjadi pertimbangan hakim, sampai kriteria hakim yang mengadili 

perkara permohonan dispensasi kawin, sementara itu dispensasi kawin merupakan 

sarana utama untuk melangsungkan perkawinan dengan terkendala usia yang belum 

sampai 19 tahun dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan 

Agama, Pengadilan Agama sendiri merupakan lembaga peradilan dibawah naungan 

Mahkamah Agung yang berfokuskan menagani perkara ditingkat pertama serta 

memiliki tugas, dan wawenang, memeriksa, memutus serta diharapkan mampu 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dikhususkan untuk orang-orang 

yang beragama islam. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian 

pokok dalam penelitian ini. Yaitu: 1) Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin Di  Pengadilan Agama Pamekasan. 2). Apa Kendala Penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pamekasan. 

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Empiris dengan metode 

pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara semi tersruktur, 

dokumentasi, observasi non partisipan, data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber 

data yang digunkan yaitu sumber data primer dan sekunder.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : Pertama Penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin Di  Pengadilan Agama Pamekasan memang benar-benar sudah 

diterapkan dan sangat berupaya semaksimal mungkin dalam penerapannya, akan 

tetapi dalam hal ini tidak bisa dikatakan bejalan efektif dikarenakan masih banyak 

kekurangan yang harus diperbaiki baik itu dari segi penegakannya di Pengadilan 

Agama Pamekasan ataupun dari segi kesadaran masyarakat yang masih minim 

informasi akan hal tersebut perlu adanaya hubungan timbal balik didalamnya guna 
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mewujudkan penerapan secara efektif, efisien,cepat dan biaya ringan. Kedua 

Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Di 

Pengadilan Agama Pamekasan  terkendala ruang sidang yang sedikit semenetara 

jumlah kasus permohonan sangat banyak dan jumlah hakim minim membuat 

sedikit terhambatnya proses penerapannya serta  masih belum terjalin sepenuhnya 

koordinasi antar (lembaga pendamping) yang berkomitmen menangani 

permasalahan seperti ini sebut saja, dinas kesehatan, dinas sosial, dan P3A, dan 

sangat perlu kerjasama akan hal tersebut  guna kepentingan bersama, dikarenkan 

dalam peroses penegakannya perlu adanya koordinasi semacam tersebut dan  tidak 

cukup dari sisi pengadilan saja yang menanganinya ini tanggung jawab bersama. 
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